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Mengingat

Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan
dalam perubahan kebijakan umum APBD serta
perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara
yang telah disepakatai antara Pemerintah Daerah
dengan DPRD pada tanggal 9 bulan Agustus tahun
2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
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Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah  Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah  Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan  Daerah  serta  Pelaksanaan  dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan
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Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan,
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1777);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan
Kepala daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 799);



27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang

28.

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2021 Nomor 07);

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2023 tentang
Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2023 Nomor 08,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu

Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

Menetapkan

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Dompu.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Dompu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompu.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada
Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda

adalah Peraturan Daerah Kabupaten Dompu.
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Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup
adalah Peraturan Bupati Dompu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RKUD adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas
Daerah.

Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas
Daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD
adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan
daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digu.nakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan.
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Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan
modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian
objek dan sub rincian objek.

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah
selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta
dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub
rincian objek.

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber
dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan
sub rincian objek.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah
pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah
dan pendapatan transfer.

Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari
pemerintah  pusat, pemerintah daerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar
negeri yang tidak mengikat untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD
yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan
pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan diakui sebagai
pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang
memberi manfaat jangka pendek.

Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan
untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan
kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah,
pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan
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ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang
digunakan untuk  menganggarkan  pengadaan
barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak
ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna
pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum
dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa
dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan  pemenuhan  belanja  urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan
pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial adalah belanja yang
digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko
sosial.

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam
rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang
tidak dapat diprediksi sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaran atas

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
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Belanja transfer adalah pengeluaran wuang dari
Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah
lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah desa.

Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan
untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan pajak daerah provinsi kepada
kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan
retribusi daerah kabupaten /kota kepada
pemerintahan desa.

Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang
dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja
urusan pemerintahan wajib dan urusan
pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Surplus dan defisit adalah selisih antara pendapatan
daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan
yang periu dibayar kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya.



37.Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman daerah
yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah

daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pasal 2
APBD Tahun = Anggaran 2024 semula sebesar
Rp.1.235.072.197.473,00 bertambah sebesar
Rp.84.553.658.813,00 sehingga menjadi

Rp.1.319.625.856.286,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp.1.195.084.385.960,00
b. Bertambah Rp.100.816.359.085,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.1.295.900.745.045,00
2. Belanja daerah
a. Semula Rp. 1.235.072.197.473,00
b. Bertambah Rp. 84.553.658.813,00
Jumlah  belanja daerah  setelah  perubahan
Rp.1.319.625.856.286,00
3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp.39.987.811.513,00
2) Berkurang Rp.16.262.700.272,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah
perubahan Rp.23.725.111.241,00
b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp.0,00
2) Betambah Rp.0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah
perubahan Rp.0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan
Rp.23.725.111.241,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan

Rp.0,00



Pasal 3
Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2, bersumber dari :

a. PAD
1) Semula Rp.110.942.470.005,00
2) Bertambah Rp. 5.949.987.024,00
Jumlah PAD setelah perubahan

Rp.116.892.457.029,00
b. Pendapatan transfer
1) Semula Rp.1.064. 331.888.710,00
2) Bertambah Rp.38.265.839.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan
Rp.1.102.597.727.710,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1) Semula Rp.19.810.027.245,00
2) Bertambah Rp. 56.600.533.061,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

perubahan Rp.76.410.560.306,00

Pasal 4
(1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a
bersumber dari :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp.21.398.520.000,00
2) Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan

Rp.21.398.520.000,00
b. Retribusi daerah
1) Semula Rp.5.760.000.000,00
2) Berkurang Rp.155.270.000,00
Jumlah  Retribusi daerah setelah  perubahan
Rp.5.604.730.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp.11.859.258.215,00
2) Bertambah Rp. 2.832.837.085,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp.14.692.095.300,00



d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp.71.924.691.790,00
2) Bertambah Rp. 3.272.419.939,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp.75.197.111.729,00
(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
pasal 3 huruf b, bersumber dari :
a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
1) Semula Rp.996.144.527.000,00
2) Bertambah Rp.38.265.839.000,00
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat
setelah perubahan Rp.1.034.410.366.000,00
b. Pendapatan transfer pemerintah daerah
1) Semula Rp.68.187.361.710,00
2) Bertambah Rp.0,00
Jumlah Pendapatan transfer pemerintah daerah
setelah perubahan Rp.68.187.361.710,00
(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah pendapatan Hibah setelah perubahan
Rp.0,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
1) Semula Rp.19.810.027.245,00
2) Bertambah Rp. 56.600.533.061,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan setelah

perubahan Rp.76.410.560.306,00

Pasal 5
Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam
pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional;

1) Semula Rp.984.955.520.232,00



2) Bertambah Rp.53.150.196.182,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan
Rp.1.038.105.716.414,00
b. Belanja modal;
1) Semula Rp.99.760.304.241,00
2) Bertambah Rp.32.350.645.712,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan
Rp.132.110.949.953,00
c. Belanja tidak terduga;
1) Semula Rp.10.000.000.000,00
2) Berkurang Rp.3.528.466.450,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp.6.471.533.550,00
d. Belanja transfer;
1) Semula Rp.140.356.373.000,00
2) Bertambah Rp.2.581.283.369,00
Jumlah  belanja transfer setelah  perubahan

Rp.142.937.656.369,00

Pasal 6
(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 huruf a, terdiri atas :
a. Belanja pegawai
1) Semula Rp.534.417.235.509,00
2) Bertambah Rp.26.638.348.926,00
Jumlah  Belanja Pegawai setelah  perubahan
Rp.561.055.584.435,00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp.401.484.607.723,00
2) Bertambah Rp.17.151.616.380,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa sertelah perubahan
Rp.418.636.224.103,00
c. Belanja hibah
1) Semula Rp.46.983.677.000,00
2) Bertambah Rp.7.647.730.876,00
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan
Rp.54.631.407.876,00



d.

Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp.2.070.000.000,00

2) Bertambah Rp.1.712.500.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp.3.782.500.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5

huruf b, terdiri atas :

a.

Belanja modal tanah

1) Semula Rp.1.790.000.000,00

2) Berkurang Rp.1.180.000.000,00

Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan
Rp.610.000.000,00

Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp.18.355.537.340,00

2) Bertambah Rp.12.121.843.905,00

Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah
perubahan Rp.30.477.381.245,00

Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula Rp.38.137.065.901,00

2) Bertambah Rp.3.728.074.334,00

Jumlah Belanja modal bangunan dan gedung setelah
perubahan Rp.41.865.140.235,00

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp.41.280.721.000,00

2) Bertambah Rp.12.155.296.473,00

Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
setelah perubahan Rp.53.436.017.473,00

Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp.123.980.000,00

2) Bertambah Rp.5.290.431.000,00

Jumlah Belanja modal aset tetap lainnya setelah
perubahan Rp.5.414.411.000,00

Belanja modal aset lainnya

3) Semula Rp.73.000.000,00

4) Bertambah Rp.235.000.000,00

Jumlah Belanja modal aset lainnya setelah

perubahan Rp.308.000.000,00



(3)

(4)

(1)

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
a. Semula Rp.10.000.000.000,00
b. Berkurang Rp.3.528.466.450,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan
Rp.6.786.533.550,00
Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
huruf d, terdiri atas :
a. Belanja bagi hasil
1) Semula Rp.2.715.852.000,00
2) Bertambah Rp.654.403.369,00
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan
Rp.3.370.255.369,00
b. Belanja bantuan keuangan
1) Semula Rp.137.640.521.000,00
2) Bertambah Rp.1.926.880.000,00
Jumlah Belanja bantuangan keuangan setelah

perubahan Rp.139.567.401.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula Rp.39.987.811.513,00
2) Berkurang Rp.16.262.700.272,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp.23.725.111.241,00

Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp.0,00
2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp.0,00

Pasal 8
Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf a, terdiri atas :

SiLPA tahun sebelumnya



(2)

1) Semula Rp.39.987.811.513,00

2) Berkurang Rp.16.262.700.272,00

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya setelah perubahan Rp.23.725.111.241,00
Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf b, terdiri atas :

Penyertaan modal pemerintah daerah

1) Semula Rp.0,00

2) Bertambah Rp.0,00

Jumlah penyertaan modal pemerintah daerah setelah

perubahan Rp.0,00

Pasal 9
(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan
dan belanja daerah Kabupaten Dompu Tahun
Anggaran 2024, dengan cara dapat dilakukan
pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Tahun Anggaran 2024 dan dilaporkan kepada
pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam
peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024 atau ditampung dalam laporan
realisasi anggaran jika Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi:
a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan,;
dan/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat

mengganggu kegiatan pelayanan publik.



(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut Kelompok dan
Jenis Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang
diklasifikasi menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis
Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

4. Lampiran IV  Rekapitulasi Perubahan Belanja
menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program,



5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Kegiatan Beserta Hasil dan Sub
Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi Perubahan Belanja
Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan  Urusan  Pemerintah
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Perubahan Belanja
untuk Pemenuhan SPM;

Sinkronisasi Program pada RPJMD
dengan Rancangan Perubahan APBD;
Sinkronisasi Program, Kegiatan dan
Sub Kegiatan pada RKPD-P dan
PPAS-P dengan Rancangan
Perubahan APBD;

Sinkronisasi Program Prioritas
Nasional dengan Program Prioritas
Daerah;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per
Golongan dan per Jabatan;

Daftar Piutang Daerabh;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan daerah

diundangkan.

Pasal 12

ini mulai berlaku pada tanggal



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Dompu.

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal [ # Oktober 2024

e

- N4
BAMIQWNELLY YUNIARTI

Diundangkan di Domp
Ober 2024
KABUPATEN DOMPU,

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT 62 TAHUN 2024.



